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REFORMASI POLRI

Kapolri Diusulkan Dipilih oleh Presiden, Tanpa Libatkan DPR

JAKARTE, KOMPAS — Fersnalan
struktural Polrl, termasuk me-
ngenal kedudukan Polel dan
mekanisme pemilihan kspolr,
feind tengah dilialias Komisi Pee
vepatan Reformasi Polri. Salah
satu vang akan direkomensda
sikan komisi adalah mengusul-
lan g kapol dipdih pre
siden secars langsung, tanpa
meladul BEIL

Dari persoalan  strokbaral
Polri itu, anggota Komisi Pee
cepatan Reformasi Polri, Mah-
fud MLy mengatikan, komist
tengah membahas kedudukan
Pulrl. "Apakeh dia langsung di
hawah presiden atan ada ke-
menlerian? o bagian dar (e
krmendasiy - struktural - yang
nanti akan disampatkan lng-
sung kepada Presiden,” kata
Mahfud sebagaimana dituluc-
kan dalan viden  herjudul
“Muhlud MD: Polr Jaldi S0-
rotan linggn kavban Jadi Ter-
sangha” vang dinnggah di akun
Youtuhe Mahfud MDY Official
P Ttalus {4/2/2026),

Selanjutnys, teckait pemilib-
an kapol, persoalan vang me
ngenuka adalah kapaolri dipilib
langsung oleh presiden atau
melihai PR, T satu sisi ter-
dapat pendapal babwa pom
lihan melahi DR sudah hagus,
Alasannva, agae Polri tak di
gunakan  sewenang-wenang
ol penguas sehagaimana ter-
jaeli pada masa Orde Bara,

Dengan dipilih olch DRR,
maka posisi Polri akan lebih
Jeat, Nanwm, praktik it me-

nimbulkan ckaes, seperti i
transaksional, baik  transsksi
otk maupn trasks vang

Bahkan, menurul Mahlud.
Polri telah menyatadan, latwa
lebih enak kalsu pemilihan ka-
polr tidak meklu DPR. Jika
dipilih DP'R, meka stasan Polri
akan banvak seladi, mulal dari
ketua partal politk, angenta
DPL, pimpinan DPR. bingga
menters.

“Nitip oring profiosi, Ailip
apa, nitip anak may sekolah,
alip naik panghal Sebings
engpak aps-apa kalan sekarang
enggak dipilh DRI lutur
Wahifusd.

Meskipun valon kapolr di
pili langsumg alel pesiden,
menurut Mahlud, DFR masth
meniliki wewenang bermpa hak
angyfaran terhacap Polr, Mah-
fild memastikan, somuz er-
limbangan tersebul akan -
smpaikan kepada Preside mm-
tule memutuskaniy,

Dianggap tepat

(iuru Besar Hukum Tata Ne-
gur Fabwltas [likwm Univer
sitas Behelas Maret Apus Rie-
wintto mengatakan, ungsi uta
i Pl termiaktub dalam kin-
shitust, di Pasal 30 Aval {4,
vakni sebagai alat negara yang
menjiga keamanan dan Keler
fikan masyarshat serta pene-
gk Tukum,

Aspek tugas penepakan hu-
T tepsebut yang menjadi
perzoulan ketika kapolri dipilih
olel) DR, “Karena fentn akan

melahitkan kebiazaam bansak-
sional, entah menyanghul ke-
Dijakcan apn ansaksi yang
lain sehings akan membeban:
Palri dengan aspek-aspek po-
litih. Kalau hegitu, penegahan
Huuen manti pandangany se-
lahn politik, padahal penegakan
Tukuen harusnya obyeklif dan
hersifat kesdilan,” tutur Apus,
Kaiis (5/2),

Menurut Agus, pemilihan ca-
Lon Kapold olch prosiden sudab
tepat karena berdasarkan asal
4 UUD- 1045 presiden adalah
pemegang kekuasaan pemerin-
Lahan, Megki Polrl merupakan
alat negara, hal i dimaknai
melekal pada Qi prosiden su-
bagai kepala negara-sekaligus
kepaly pemenintahan.

Jika apelri dipilih secara
lamgrsuny wleby presiden, Foln
akan idependen dan bekerja
alis nama negara, Hal i sesua
Al Pagal [ Undang-Ln-
dang Polei baliwa kapolri di-
angkat dan dibernentikan oleh
presiden - dengan persetujuan
PR Hal ilu juga memastikan
Pasal 8 Ayat (1) dan 23 UL Pold
yang menyebutkan Podn di ha-
wilh presiden dan bertangung
jawah kepada presiden.

Mueskipun demidan, menu
rut Agus, Frasa "atas persefiju-
an P, seperti dimual pada
Pasal 11 Ayut 1 UL Polri, yang
ik sehaga wji kelayakan
dan kepatutan (i and proper
toet) ooy DR meropakan Tal
vang keling, Sebab, persetujuan
it sehepariy berarti mengan-

firmasi atas calon vang dipilil
presiden. Ketiks uji kelavakan
dan kepatutan dilakkan ter-
hadap calun kapolri, hal ity me-
Tgurangl kewerangan presiden
dan itu dilakukan berdasarkan
kebiosaan, bukan atie dasar
peraturan perundang-unidang-
an.

Jika nantimya T Polri di-
fevish, menrul Agus, mik
migsan Pasal 11 Ayat 10U Palri
peclu divbah sedikit ke kata
vang lehih pas, semisal dari fra-
st “persclujuan DER" ancjadi
“konfirmasi TPRY. Konfirmasi
Hu berupn pemberian siran
ata_pendapat. ukan menguji
kelavakan dan kepantasan G
It kgl

“Rettka ealon kapolrt ber-
hadapen dengeam DPR, parle-
men 1o hanya untuk memberi
saran. Sl [engamasannga jam
Jangart dipelitisust, twpt sersh-
Fean pada lembagn indepenen,”
kala Aypus.

Terkait pengawasan terse-
bk, Agus e agar peng:
awasan terhadap Polri diper-
bual, salah satunya dengan
memperkuat Komisi Kepolisian
MNastoma]  {(Rompolnas).  DPR
e memiliki kewenangan un-
[k mengawazi Polri.

Rawan transaksional

Sementara ity Ketus [n-
domesia Palice Wateh Sugeng
Tepub Santoso memandang, uji
Felayakan dan kepatutan oleh
DPE berlujuan baik. Hal ter-
sehit ik memberikan ma-

sitkam sekaligns mengetahui ka-
pasitas dun kompetensi calon
leapalri,

“Akan telwpl, dalam  per-
Tembangannwa, fif omd proper
test itu menjadi formalitas he-
Lika karena akhirnva proses
tersehut jadi proses politik di
i hirus lebangun komy
nikasi politik antars calon ka-
palrl dengan DER" utur Sy
feng.

Komunikas politik terscbul
menjadi transaksional herupa
prakik Litipomenitip kepen
tingan politik yang kemudian
membebani kapolr, Akbalaya,
kapnlr tak independen dalam
menngan perkirs vang lerkail
demgan tnkaol palitik,

Cleh karema it Sugeng me
mandang, rekomendasi Kamisi
Percepaten  Beformast Foln
agar pnesiden langsung memilib
kapulri dan langsumy bertugs,
hal it hisa herdampak negatif,
Sobub, kettks DPR tidsk di-
libatkam, maks di kemudian ha-
i parlemen hisa menjidi sangal
kritis terhadap kapoln,

Menurut Sugeng, mekanis
me wji kelgyukan dan kepatutan
ulch DPR tidak masalah dalam
rangka mencapai pemahaman
Dersuma antara politisi dan ko
palri terkait tugas-tugas kepo-
listan ke depen,

Walakin, Sugeng mengaku
sependagat dengan rekomen-
dasi Komisi Percepatan Refor-
masi Peld tentang pemililan
kapolri langsung oleh presiden.
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